BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanah air indonesia sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan adalah Qawmm nusantara. Kemerdekaan
dalam keseluruhan aspek tersebut adalah merupakan kemerdekaan dalam
pelaksanaan kedaulatan di tanah air Indonesia. Pengaruh terhadap pelaksanaan
kedaulatan Indonesia di wilayah udaranya dapat ditinjau dari permasalahan
yang menyangkut aspek politik, ekonomi, dan aspek pertahanan dan
keamanan Indonesia. Dalam perkembangan dewasa ini Pengaruh tersebut juga
sangat tampak dalam permasalahan yang menyangkut Teknis operasional
yaitu yang berhubungan dengan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa pengaruh dari pengaturan Flight Information Region (FIR) oleh
singapura disebagian wilayah udara Indonesia terhadap pelaksanaan
kedaulatan Indonesia di wilayah udaranya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengaruh dalam bidang politik yaitu menimbulkan kerawanan di
bidang penegakan kedaulatan negara di wilayah yang selama ini telah
diperjuangkan di forum internasional.

2. Dalam bidang ckonomi pelaksanaan kedaulatan indonesia terhadap
wilayah udaranya mengalami 2 (dua) pengaruh yaitu tidak

mendapatkan route charge pesawat asing yang melintasi wilayah
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B. Saran
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indonesia, serta tidak memperoleh tambahan pendapatan nasional dari
pengaturan lalu lintas udara di wilayah indonesia.

Kerawanan dan hambatan di bidang pertahanan dan keamanan yaitu
tidak terjaminnya keamanan dan kerahasiaan penyelenggaraan operasi-
operasi udara termasuk kegiatan penerbangan militer.

Di bidang teknis operasional yaitu munculnya suatu perubahan tentang
jalur-jalur penerbangan, tidak dapat dilaksanakan secara sepihak, tetaﬁi
harus dikonsultasikan dulu dengan Singapura dan babhkan dengan

ICAO Representative yang berkedudukan di negara tetangga.

Dari uraian di atas dan kenyataan yang terjadi, dapat diberikan

beberapa saran sebagai berikut :

1.

Ruang udara Indonesia yang sangat strategis memerlukan pengelolaan
dan pengendalian yang optimal oleh Negara sehingga konsepsi
wawasan nusantara dapat terwujud.

Sudah saatnya dilakukan penyempurnaan kembali dalam hal liputan
pengawasan dan pengendalian ruang udara (dalam hal ini mengenai
FIR) dengan menyempurnakan fasilitas yang memadai.

Karena ruang udara wilayah Indonesia yang strategis merupakan suatu
nilai tambah dan untuk kepentingan nasional maka setiap perundingan

bilateral, Indonesia dapat berperan lebih aktif.
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Pengaturan Flight Information Region yang sudah diserahkan kepada
Negara tetangga (dalam hal ini kepada Singapura) sudah saatnya untuk

dipertimbangkan kembali dan ditinjau ulang.
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